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KATA PENGANTAR

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah  (LKjiP) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan
fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai agenda
refocusing dan realokasi anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan
Pilkada dan.Pekan Olahraga Nasional XXI Acch - Sumut Tahun 2024.
Meskipun demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sumatera Utara tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja

yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan
gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan
indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini
dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih
berorientasi pada hasil, relevan, efeklif, efisien dan berkelanjutan di
masa mendatang.

Medan, 25 FEBRUARI 2025
KEPALA BADAN PENANG JMLANGAN

NIP. 1 199511 1 001
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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah
diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem
AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih
lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang
diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
Kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai
hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan
ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat
daerah yang merupakan entitas akuntabilitas Kinerja, menyusun dan
menyajikan laporan Kkinerja atas prestasi kerja yang dicapai
berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan

Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).



Penyusunan LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk
memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran
perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada
perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja
bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada
pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan
juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Penjelasan Umum Organisasi
Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan
struktur organisasi dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Sumatera Utara :
1.  Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28
Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas untuk membantu dan
memberikan dukungan teknis administratif dan operasi di Bidang
Penanggulangan Bencana.
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan pembinaan administrasi perencanaan
kegiatan, keuangan, organisasi, pelaksanaan dan
pengendalian operasional penanggulangan bencana pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan



Penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan program

penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan

tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Sumatera Utara. Berikut bagan struktur organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Sumatera Utara
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Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah

2. Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran

yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera

Utara:



C.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber ' ~ Tahun Jumlah
(1) (2) ' (3)
APBD | Tahun 2023 Rp 39.437.248.257
APBD | Tahun 2024 Rp 30.644.363.924

Sumber : APBD, P.APBD Tahun 2024 dan 2023

Isu Strategis Perangkat Daerah

[su Strategis Badan Penanggulangan Bencana berdasarkan Renstra

2024-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1.

Indeks Risiko Bencana Sumatera Utara Tahun 2024 adalah 139,84
poin dan termasuk Kkategori sedang, namun 12 (dua belas)
kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kategori
resiko tinggi.

Masih rendahnya kapasitas penanggulangan bencana di Provinsi
Sumatera Utara, baik itu terkait upaya mitigasi, kesiapan peralatan
dan logistik, serta pemahaman aparatur, stakeholder dan
masyarakat tentang risiko apabila terjadi bencana.

Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
pada kawasan risiko bencana tinggi.

Belum optimalna Kerjasama dan pelibatan pihak non pemerintah
dalam upaya penanggulangan bencana secara bersama-sama.
Belum tersedianya dokumen-dokumen kebencanaan yang
sah/legal.

Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap alokasi

penganggaran untuk penanggulangan bencana.

Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar

hukum sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
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Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2024 adalah:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus
pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi.
BABIII PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menguraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja organisasi untuk sctiap pernyataan
Kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
B. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan Kinerja organisasi
diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian
Kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang

akan  dilakukan organisasi  untuk meningkatkan

Kinerjanya.




LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja.

2. Lain-lain yang dianggap perlu.
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sebagai unsur Penunjang Pemerintah Daerah

dibidang

Penanggulangan Bencana yang mempunyai tugas membantu Kepala

Daerah  dalam  menyelenggarakan pemerintahan di bidang

Penanggulangan Bencana, maka tujuan BPBD Provinsi Sumatera Utara

adalah menurunkan risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan nilai Indeks Risiko Bencana (IRB). Berikut adalah indikator

kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran BPBD Provinsi Sumatera

Utara:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat
Daerah Tahun 2024 - 2026

Sumber : Renstra BPBD Provinsi Sumatera Utara Periode 2024 - 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama
Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

; - i e
! 4 Indikator | Target Kinerja Pada Tahun
No | Tajran o Kinerja 2024 | 2025 | 2026
’ 1 | Penurunan Risiko | Penurunan Risiko “Indeks Risiimi"w g 157,53 | 156,33
Bencana di Bencana di Bencana
‘| Provinsi Sumatera | Provinsi Sumatera
‘ Utara Utara .

BPBD Provinsi

»'*l‘u]uan/ ! Penjelasan
Indikator |
No Sasaran e Satuan Definisi Formulasi/ Rumus | Sumber
inerja
Strategis Operasional Perhitungan Data

(1) 2) @ | @ (5) (6) | @
1. | Penurunan | Indeks Poin Parameter atau komponen | (Ancaman x Kerentanan) | BNPB

Risiko Risiko yang digunakan dalam Kapasitas

Bencana di | Bencana menghitung resiko

Provinsi bencana, yaitu: Bahaya

Sumatera (Hazard), Kerentanan

Utara (Vulnerability), Kapasitas,

dan Kemampuan J

Sumber: Indikator Kinerja Utama BPBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024




Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan
oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana
Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2024:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 BPBD Provinsi Sumatera Utara

Indikator
No Tujuan Sasaran Kinerja Satuan| Target
1) (2) (3) () (5) (6)
1. | Penurunan Risiko Bencana di | Penurunan Risiko Bencana di Indeks Risiko Poin 140,73 2
Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Bencana
Sumber : Rencana Kerja BPBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024
G Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kkinerjanya.
Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna
untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam
mengarahkan dan mengelola program atau Kegiatan instansi akan lebih
baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak
terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala BPBD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja BPBD

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

' No r Sasaran Strategis ¥, Indikator Kinerja Target _J
L1 @2 (3} o] e . | 1
’ Penurunan Risiko Bencana di Indeks Risiko 140,73 Poin |

Provinsi Sumatera Utara Bencana _

Sumber : Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Tahun 2024




D. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 mengalami perubahan yang
sebelumnya (Murni Tahun 2024) sebesar Rp 37.197.088.977 yang
terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
sebesar Rp 32.948.716.192 dan Program Penanggulangan Bencana
sebesar Rp 4.248.372.785.

Karena adanya Perubahan APBD Tahun 2024 terjadi efisiensi
anggaran pada Program Penanggulangan Bencana menjadi Rp
1.665.325.326 untuk mendukung Urusan Kebencanaan di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara. Adapun
Perubahan Perjanjian Kinerja oleh Kepala BPBD Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja
BPBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No |  SasaranStrategis | IndikatorKinerja |  Target

O . ) P =k (4) !
3 Penurunan Risiko Bencana di Indeks Risiko 140,73 Poin |
' | Provinsi Sumatera Utara Bencana ) !

Sumber : Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi Sumatera Tahun 2024 o

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan,
dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja
dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah
ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan BPBD

Provinsi Sumatera Utara:



Tabel 2.6 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2024

No.| P"%ﬂ?"’ L Indikator Kinerja | Target
1 Program Penanggulangan Bencana Persentase Penanggulangan Bencana C100%
L1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Mcnlngkatnyn Pelayanan 100%
Provinsi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
| terhadap Bencana : 1
1: Sosilaisasi, Komunikasi Informasi dan Jumlah Orang yang tersedia untuk 1.000 orang |
Edukasi (KIE) Rawan BencanaProvinsi | Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan
| Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas
- | Kabupaten/Kota )
L2 | Pelayanan Pencegahan dan Meningkatnya Pelayanan 100%
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pencegahan dan Kesiapsiagaan
= terhadap Bencana l Ll
1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Jumlah Aparatur Provinsi dan | 500 orang
| Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh
‘ Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi !
‘ e s Bencana e !
2, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Jumlah laporan yang memuat kawasan 2 laporan |
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana ! rawan bencana (per jenis ancaman
i bencana) dan/atau kawasan-kawasan
strategis Kabupaten/Kota yang
memiliki mekanisme dan prosedur
tetap kesiapsiagaan menghadapi
— | Bencana o
3. Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi 2 dok
Yang Sah dan Legal (Per Jenis
- Ancaman) Bencana Prioritas —
4. | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara dan aparatur di ! 500 ¢ orang
kawasan risiko bencana tinggi lintas I
Kabupaten/Kota yang terlibat geladi |
kesiapsiagaan mengetahui dan |
memahami mekanisme dan prosedur
{ tetap (SOP) pengendalian operasi
| _penanganan darurat bencana
! L3 | Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Meningkatnya Penyelamatan dan 100%
Korban Bencana Evakusi Korban bencana
| L Respbn Cepat Penanganan Darurat Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon 12 Laporan
| Bencana Cepat Penanganan Darurat Bencana
|
2. Pencarian, Pertolongan dan evakuasi Jumlah Laporan Pelaksanaan 12 Laporan i
korban bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
T [ 5 | Korban Bencana e
3 | Penyedian Logistik Penyelamatan dan | Jumlah kab/kota yang mendapat 33 kab/kota
Evakuasi Korban Bencana j dukungan peralatan dan logistik
4. | Aktivisi sisten komando penanganan jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi 12 laporan
darurat korban bencana Sistem Komando Penanganan Darurat
- Bencana _ -
1.4 | Penataan Sistem Dasar Meningkatnya Penataan Sistem 100%
| Penanggulangan Bencana dasar Penanggulangan Bencana
| 1 Penguatan Kelembagaan Bencana Jumlah Dokumen Tata Kelola 1dok |
Daerah Kelembagaan Bencana Daerah
Kerja Sama Antar Lembaga dan | Jumlah dokumen Kerja sama antar 4 dok

Kemitraan dalam Penanggulangan
Bencana

lembaga dan kemitraan dalam
penyelenggaraan penanggulangan
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Pembinaan dan Pengawasan

A 1 g A e A S TS TP U 3
bencana di seluruh tahapan (pra, saat
dan pascabencana)

peningkatan Pengkajlan Kebutuhan
Pasca Bencana (JITU PASNA) dan
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)

Jumlah Kabupaten/Kota yang 12 kab/kota
Penyelenggaraan Penanggulangan mendapatkan pembinaan dan
Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah pengawasan dalam Penerapan Standar
Provinsi Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan
Bencana Kabupaten/Kota ]
4. | Penanganan Pasca Bencana Provinsi Jumlah ASN yang mendapat 100 orang

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nama BPBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

11



BAB 111
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan
akuntabilitas /pemberi amanah. BPBD Provinsi Sumatera Utara selaku
pengemban  amanah masyarakat  melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara yang
dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-
masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam
dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran Kkinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan
Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Sumatera Utara.
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Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi
pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan
Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja BPBD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kiner]a Tahun 2024

f B Sasaran Strategis | Indikator Capaian | Sumber
No. Kinerja Target | Realisasi
% Data ;
[@m ] P T 1 @ }
| 1. | Penurunan Risiko Bencana di | Indeks Risiko 140,73 139,84 100% (Rilis
| PI‘OV]Ilbl Sumatera Utara chana P‘i'.'l _Pf)ih | |BNPB ]

Sumber ;. Ldpman Evaluasi Renja BPPD Tahun 2023

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah angka atau skor yang
menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap potensi
kerugian akibat bencana alam. Indeks ini disusun untuk
menunjukkan kerentanan suatu daerah terhadap berbagai jenis
bencana, seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor
dan lainnya. IRB Kajian Resiko Bencana dilakukan dengan
melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard) yang
dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekeuensi dan kekuatan
(magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir,
letusan gunung api, dan lainnya. Kerentanan (vulnerability) dihitung
berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan
Kapasitas (capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan
tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1)
Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan

perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat
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dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5)
Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6)
Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
(7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, Indeks Risiko
Bencana (IRB) diterbitkan oleh BNPB setiap tahun nya. Capaian
IRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 sebesar 139,84 poin
atau mencapai target 2024 yaitu sebesar 140,73 Poin.

Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja

tahun 2023 dan tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

Tahun Tahun

il

Tahun (2024)
B SR Indtestor, | otag) | RUERI L
‘ ol Realisasi| Realisasi| Target | Realisasi
LS5 Mtk Capaian
(| 2) (3) 4) (5) I ) I )
e | Penurunan Risiko Bencana | Indeks Risiko | 142,51 140,73 | 140,73 | 139,84 100 %

| di Provinsi Sumatera Utara | Bencana poin | Poin | poin | Poin

Sumber : IRBI 2022,2023,2024 (BNPB)

Capaian IRB tahun 2024 sebesar 139,84 atau mengalami
penurunan sebesar 2,67 poin atau sebesar 1,87% dari capaian
IRB Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023

mengalami penurunan sebesar 0,89 poin atau sebesar 0,63%.

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024
dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen
perencanaan strategis BPBD Provinsi Sumatera Utara periode
2024-2026.
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4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan
standar nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2024

[ : ~ Indikator Realisasi | Standar ]
No ’ Sasavan Stategls Kinerfja | Tahun2024  Nasional % Capalan
1) (2) o (3) (1 ) (6) =4/5*100 |
Penurunan Risiko Bencana di | Indeks . Jigs ,
9,84 28,5 91,90¢
Provinsi Sumatera Utara Risiko Bencana 14 pom 1 £ "

Sumber : Analisis BPBD Provsu, 2024

Berdasarkan publikasi Indeks Risiko Bencana Indonesia
(IRBI) BNPB Tahun 2024, angka IRB Provinsi Sumatera Utara
sebesar 139,84. Sedangkan angka IRB Nasional Tahun 2024
adalah sebesar 128,52 poin atau 11,32 poin dibawah angka rata-

rata nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan

Analisis keberhasilan dalam melakukan upaya penurunan

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah sebagai berikut:

i B Perencanaan penganggaran kegiatan guna mendukung
peningkatan kapasitas daerah dalam hal Penanggulangan
Bencana.

7.2 Adanya komitmen dari jajaran pimpinan BPBD Provsu
maupun pimpinan dari mitra kerja dalam mendukung
pelaksanaan kegiatan yang menjadi Kinerja BPBD Provsu.

3. Adanya koordinasi yang baik antara BPBD Provsu dengan
Perangkat Daerah Provsu maupun BPBD Kab/Kota dalam
melaksanakan kegiatan yang menjadi kinerja BPBD Provsu.
Adapun analisis penyebab kegagalan dalam melakukan

upaya penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah sebagai

berikut:

1. Perubahan iklim di Indonesia yang tidak menentu yang

mengakibatkan tingginya bahaya (hazard).
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Tingginya aspek kerentanan dan kurangnya dukungan terhadap
kapasitas yang dimiliki.

Dukungan dari Kab/Kota terkait peningkatan nilai Indeks
Ketahanan Daerah.

Belum optimalnya dukungan SDM yang cukup memiliki
kemampuan dalam memberikan layanan dalam Penanggulangan
Bencana baik pra, saat dan pasca bencana.

Solusi yang telah dilakukan untuk penurunan Indeks Risiko

Bencana (IRB) adalah sebagai berikut:

1.

Inventarisasi poin penilaian aspek kapasitas daerah yang belum
terlaksana.

Pengawasan dan dukungan terhadap Kab/Kota dalam peningkatan
kapasitas daerah.

Perencanaan penganggaran kegiatan untuk meningkatkan aspek
kapasitas daerah.

Terkait capaian indikator Indeks Risiko Bencana dapat

diidentifikasi faktor pendukung keberhasilan yaitu adanya

Inventarisasi poin penilaian aspek kapasitas daerah yang belum

terlaksana yang diikuti dengan perencanaan penganggaran

kegiatan untuk meningkatkan aspek kapasitas daerah, misal

penyusunan dokumen Rencana Kontijensi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan dan Sasaran

] Indikator Kinerja Anggaran -.-._._“____._.___)
Sasaran Strategis ‘
No. % Anggaran Realisasi % | Efisiensi |
Target | Realisasi ‘
Capalan (Rp.) (Rp.) Capalan 1
QA A }
(1 | (2) (3 #) (5) (6) (7) (8) (9)
1. | Penurunan Risiko Bencana di | 140,73 | 139,84 | 100,63% | 30.644.363.924 | 30.021.80B.395 | 9797% | 2.7%
Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Analisis dan Perh_itungan BPBD Provsu, 2024

16



Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran yang
dibanndingkan dengan capaian kinerja dan capaian keuangan
didapatkan hasil untuk indikator menurunnya indeks risiko
bencana tercapai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar
2,7%.

Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kkinerja disertai

uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Sasaran lndlkatox% Capaian ';’::";:‘;’ Indikator Capaian M“;‘;:':"“/ S
No.  Strategis Kinerja l % Kinerja % Mbusuitog
(1) (2) (3) (1) (5) (6) (7) (8) (9)
1. | Penurunan Indeks 100% Program Persentase 97 % Menunjang T
‘l Risiko Bencana| Risiko Penanggulangan Penanggulangan |
di Provinsi Bencana Bencana | Bencana ! ,
Sumatera Utara Kegiatan: Meningkatnya 100 % | Menunjang
Pelayanan | Pelayanan "
Informasi Pencegahan dan
Rawan Bencana Kestapsiagaan
Provinsi terhadap :
Bencana (O L 1
Kegiatan: Meningkatnya 92 % Menunjang
Pelayanan Penyelamatan
penyelamatan dan Evakusi
J dan Evakuasi Korban bencana
K(_)rh;m Bencana
1: Kegiatan: Meningkatnya [ 100 % | Menunjang
: Penataan Sistem Penataan
i Dasar Sistem dasar
| Penanggulangan Penanggulangan
J ‘ Bencana Bencana

Sumber :

Laporan Evaluasi Triwulan Renja BPBD Provsu, 2024

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) BPBD Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan 1 (satu)
program dan 3 (tiga) kegiatan. Dari hasil capaian kinerja IKU dan
kinerja program/kegiatan/subkegiatan disimpulkan bahwa
Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah menunjang pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) BPBD Provsu Tahun 2024,
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B. Realisasi Anggaran
Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait
anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber
daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian
Kinerja diuraikan sebagai berikut:
Tabel 3.6 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
I s -~

No. Program/Kegiatan f\_r_l.ggaran (Rp) Realisasi (Rp) Cap:ian

(1) @ B3 4 G __|

i Program Penanggulangan Bencana 2.157.049.326 | 2.094.274.465 | 97,09%

11 Pe?layar}an Informasi Rawan Bencana 23.200.000 23.200.000 | 100%

Provinsi S
Pelayanan penyelamatan dan o
) 0,
1.2 | EvakuasiKorban Bencana 1.991.743.326 —«1~9308871_2~5 96,94%
Penataan Sistem Dasar
’—”l.3 Penanggulangan Bencana 1 1%2_._10_6;0_00 140.187.340 [. 98,65%
Program Penunjang Urusan "
I | peiravintah Daarah Provinsi 28.487.314.598 | 27.619.140.691 | 96,95%
Kegiatan: \
II.1 | Perencanaan,Penganggaran,dan 316.282.884 343.936.492 | 99,32% |
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah B . |
Kegiatan: 5 !
11.2 | Administrasi Keuangan Perangkat 11.458.699.319 11.040.749.016 | 96,35%
Daerah .
Kegiatan:
11.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat 96.250.000 96.153.750 | 99,90%
| Daerah == ——
] Kegiatan:
1.4 | Administrasi Umum Perangkat 4.352.099.691 4.317970.719 | 99,22%
___| Daerah PR,
Kegiatan:
I.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah 699.930.000 697.968.000 | 99,72%
Penunjang Urusan Pemerintah Derah |
Kegiatan: |
I.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 10.787.101.600 10.551.084.497 | 97,81%
Pemerintahan Daerah y
Kegiatan: !
Pemeliharaan Barang Milik Daerah .

1.7 Penunjang Urusan Pemerintahan 746.951.104 726.263.517 97,23
| Daerah I S ST ;
| TOTAL 30.644.363.924 | 29.713.415.156 | 96,96% |

Sumber : SIPD Penatausahaan TA 2024
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Pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2024 secara umum
dilaksanakan sesuai dengan program Kkerja yang telah ditentukan.
Dalam mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan bencana,
dilaksanakan melalui 2 (dua) program kegiatan yaitu Program
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Penanggulangan
Bencana. Realisasi anggaran pelaksanaan Program Penanggulangan
Bencana sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 (Januari-
Desember) mencapai Rp 2.094.274.465 atau 97,09% dari total pagu
anggaran program. Realisasi anggaran pelaksanaan Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan Triwulan IV
Tahun 2024 (Januari- Desember) mencapai Rp 27.619.140.691 atau
96,95% dari total pagu anggaran program. Total Kkeseluruhan
realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan di BPBD Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 sebesar Rp 29.713.415.156 atau 96,96% dari total

anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Govermance) BPBD Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang
baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai
upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana
diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) BPBD Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja BPBD Provinsi Sumatera
Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa Kinerja
kegiatan, maupun Kkinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang
mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja BPBD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu
penurunan risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara dengan indikator
Indeks Risiko Bencana dengan target 140,73 dengan realisasi 139,85 dan
capaian kinerja 100% dapat tercapai.

Langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh
BPBD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan sinergi yang efektif dengan
instansi/stakeholder/mitra kerja BPBD Provinsi Sumatera Utara.

2. Peningkatan kapabilitas SDM melalui kegiatan pembelajaran
berkelanjutan seperti workshop dan pendidikan dan pelatihan.

3. Pemanfaatan sarana teknologi informasi secara optimal, untuk
mendukung pelaksanaan tugas dalam mencapai Kinerja yang telah

ditetapkan.

4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi

langkah-langkah perbaikan diatas.
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Dengan tersusunfya Laporan*Kinerja BPBD Provinsi Sumatera
Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran.Kinerja BPBD
Provinsi Sumatera Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai
stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan

berpartisipasi aktif untuk membangun.

M1’.“‘“",25‘:3‘°Tahu n 2025

Badan Pengnggulangan Bencana PDderah

aragilt, AP, M.SI
adya/IV.d
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan §
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TUAHTA RAMAJAYA SARAGIH, AP.,M.Si ‘
Jabatan :  KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HASSANUDIN
Jabatan . Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
| pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu,
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

«

RS

HASSANUDIN AJAYA SARAGIH, AP.,M.Si
BINA UTAMA MADYA
NIP 197608081995111001




LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA
Perangkat Daerah BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA
Tahun 2024
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 |Penurunan Risiko Bencana di Provinsi |Indeks Resiko Bencana 140,73 Poin
Sumatera Utara
Program Anggaran Keterangan
Penunjang Urusan Pemerintahan
1 Daerah Provinei Rp 32.948.716.192 APBD
2 Penanggulangan Bencana Rp 4.248.372.785 APBD
TOTAL Rp 37.197.088.977
Medan, 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

<

RS

HASSANUDIN

KEPALA BADAN PENANG
BENCANA DAERAH PR

A RAMAJAYA SARAGIH, AP, ,M.Si
EMBINA UTAMA MADYA
NIP 197608081995111001




PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan '
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TUAHTA RAMAJAYA SARAGIH, AP., M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama . Dr. Drs. A. FATONI, M.Si
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan §
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. §

Medan, 2024
Pihak Kedua, Pihak Kesatu,

Pj. GUBERNUR 50 KEPALA BADAN PENANGG
BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATE

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

BINA UTAMA MADYA
NIP 197608081995111001




LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah . Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun ;2024

T [Penurunan Risiko Bencana di Provinsi |Indeks Risiko Bencana 140,73 Poin
Sumatera Utara

Rp 1.665.325.326 P. APBD

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si RAMAJAYA SARAGIH, AP., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 197608081995111001



Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026

Tabel 6.1

Mensnma Gaji éan
Tunj ASN

Al AR T

10425 382722

Peayediaan Adminstrasi | Jumlah Dokumen Hasil 393954000
Pelaksanaan Tugss ASN | Penyedsaan
AR

Pelaksanaan

ASN
Pelaksanaar Jumlah Doluamen - 3 dk 407197000 4 dok 468 276350 S dok 338518033 12 dok 1413991582
Penatausshaan dan Penatausahaan dan
Peog)n/Verifikisi Pengujian'Venfikasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Koordinasi can Tumlah Dokumen Hasil T 3k 366,420 000 4 dk 306 353.000 5 dak 352340450 12 dok 525143 4350
Pelaksanman Akuntansi Koardinasi dan
SKFD Pelaksanann Akuntansi

SKFD
Koordinasi dan Jumlah Lapora 3 dok 31.970.000 4 dok 39.065.500 5 dak 41925325 12 dok 117,960,825
Penyusunan Laporan Keuaogan Akbir Tabun
Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan
SKPFD Hasil Koordirsasi

Peayusunan Leporan

Keuangan Akhir Tabun

SKFPD
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2 : A.gnn}l-ls. %E?&!gv i Kondis! Semula 2023 o 2028 . 2026 Kondisi .>F_n4 2026
: 2 | egaten (outpe
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b
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

JI. KH Wahid Hasyim Nomor 8 Medan

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR .39?:.1-.&;.‘»}/;2&/ TpRavsy
TANGGAL : ..1¢- Juni 202



PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Telepon (061) 4150461- 4524309, Faksimile (061) 4150194
Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id, Laman inspeklorat.sumutprov.go.id/

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS| PEMERINTAH (AKIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan  Surat Tugas Inspektur  Provsu Nomor
700/238/Itprovsu/IV/2024 tanggal 1 April 2024 selama 9 (sembilan) hari kerja dari
tanggal 1 April s.d. 19 April 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sumatera Utara. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Evaluasi bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengetahui
sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil di Instansi Pemerintah pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara;
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

OB w N

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun
2015;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara:
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024

C. Maksud dan Tujuan

Maksud evaluasi AKIP untuk mengetahui aktivitas analisis yang

sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan

serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan

akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara,



Tujuan evaluasi adalah:

1. Memberikan keyakinan terbatas mengetahui sejauh mana AKIP
dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang
tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Tersusunnya rekomendasi atas peningkatan pencapaian kinerja yang
tepat sasaran dan berorientasi hasil.

II. PELAKSANAAN
A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 1 April s.d. 19 April 2024 selama
9 (sembilan) hari kerja.

B. Susunan Keanggotaan

Tim evaluasi terdiri dari:

1. Penanggung Jawab . Lasro Marbun

2. Wakil Penanggung Jawab Administrasi : Murdianto

3. Wakil Penanggung Jawab Teknis : Riswan Aritonang

4. Pengendali Teknis : Syahrul Bahri Ritonga
5. Ketua Tim : Elvina Lubis

6. Anggota : Jimmy H. Sihotang

Bedwin Suherman
C. Batasan Evaluasi
Batasan evaluasi mencakup pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Penyimpulan Data dan Informasi
Nilai hasil akhir dari penjumlahan indikator memberikan gambaran

tingkat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan
kategori interpretasi sebagai berikut:

Predikat Interpretasi ]

>90 - 100 (AA) Sangat Memuaskan l

> 80 - 90 (A) ' Memuaskan




>70-80(BB) Sangat Baik
'; >60-70 @) Bak :
- > 50 - 60 (CC) 3 Cuku;; (Mémadai)
: >30-50 (C) i Kurang !
0-30 (D) - Sangat KQrang J

Ill. FAKTA DAN PERMASALAHAN
Setelah melaksanakan evaluasi pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, ditemukan fakta dan permasalahan
sebagai berikut:
A. Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja dengan fokus kepada kualitas perencanaan
kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dengan indikator sebagai
berikut:

a. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah sudah
sesuai dengan RPJMD;

b. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, sudah
tersedia dengan adanya Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Eselon
I, 11l dan Fungsional,

c¢. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja,
sudah tersedia pada rencana aksi;

d. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja,
sudah tersedia pada DPA Perangkat Daerah.

2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu
untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART,
menggunakan penyelarasan (Cascading) di setiap level secara logis,
serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting) dengan indikator
sebagai berikut:

a. Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dengan dibubuhi
tanda tangan dan cap basah;
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b.Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu,

sudah dipublikasikan pada website dan media sosial lainnya;

. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas

kinerja sebenarmya yang perlu dicapai, sudah dimuat dalam Renja

namun belum secara keseluruhan;

. Kualitas rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan

kondisi kinerja yang akan dicapai;

. Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria

SMART dan IKU sudah SMART;

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja
utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable,
tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis), IKU telah

disesuaikan dengan target nasional;

. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai

(achieveable), menantang dan realistis sudah tersedia;

. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan

yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan
dicapai di setiap level jabatan (Cascading), sudah tersedia;
Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan
kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan
tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), sudah tersedia
dengan melibatkan stakeholder terkait;

Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja,

sudah ditetapkan.

. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang

berkesinambungan dengan indikator sebagai berikut:

a.

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin
dicapai, sudah termuat dalam DPA, kegiatan dan program telah

sesuai;

. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin

dicapai, sudah termuat dalam DPA namun belum secara menyeluruh,
aktivitas telah sesuai;

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai
dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;



























